Lampiran :
Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh
A.FORMAT REUSAM GAMPONG TENTANG KEWENANGAN GAMPONG

KEUCHIK GAMPONG ……….....
KOTA BANDA ACEH

REUSAM GAMPONG……….

NOMOR ……  TAHUN ….

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN  RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK  GAMPONG………..,
Menimbang
:     a.
bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal   Usul   dan   Kewenangan Lokal  Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

  
 b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Reusam Gampong.
Mengingat
:
  1.
Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun l956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Adat dan Istiadat;

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan  dan Pembentukkan Gampong dalam Kota Banda Aceh (lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh;
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
TUHA PEUT GAMPONG ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
REUSAM  GAMPONG  TENTANG  KEWENANGAN  GAMPONG BERDASARKAN
HAK   ASAL   USUL   DAN  KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG.




BAB I 
 


KETENTUAN UMUM
                                     Pasal 1


 Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan  :



1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Gampong adalah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Keuchik adalah pejabat Pemerintahan Gampong yamg mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Kota.
4. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.

6. Musyawarah Gampong adalah unsur musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah  rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
9. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
10. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

12. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong   yang   telah   dijalankan oleh Gampong atau   mampu dan  efektif  dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.



BAB II
                    MAKSUD DAN TUJUAN

                                       Pasal  2
Maksud ditetapkan Reusam Gampong ini adalah adalah  sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam mengatur, mengurus dan menetapkan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.




Pasal 3

Tujuan ditetapkan Reusam Gampong ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.


     BAB III

                                                           RUANG LINGKUP




    Pasal 4

Ruang lingkup dalam Reusam Gampong ini adalah:
a. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul;

b. Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
c. Pelaksanaan Kewenangan Gampong; dan 
d. Pertanggungjawaban. 


          BAB IV

              JENIS KEWENANGAN GAMPONG


     Pasal 5
(1) Kewenangan Gampong dalam Reusam Gampong ini meliputi :
a. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul;
b. Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
(2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau  Pemerintah  Daerah  dan Kewenangan lain yang ditugaskan
 oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


     Pasal 6
(1) Pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b  diatur  dan diurus oleh Gampong:
(2) Pelaksanaan   kewenangan   yang   ditugaskan   oleh   Pemerintah, Pemerintah
Daerah   Provinsi,   atau   Pemerintah   Daerah   dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diurus oleh Gampong;
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.
      BAB V

  KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL


      Pasal 7
Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul meliputi :
a. ........................;
b. ........................;
c. Dan seterusnya;
                                                                       BAB VI
                                      KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG


        Pasal 8

Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi :
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong; 
1. .....................;

2. .....................;

3. dan seterusnya.

b. bidang pelaksanaan pembangunan Gampong;
1. ......................;

2. ......................;

3. dan seterusnya.

c. bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong;
1. ......................;

2. ......................;

3. dan seterusnya.

d. bidang pemberdayaan masyarakat Gampong;
1. ......................;

2. ......................;

3. dan seterusnya.

                                                                   BAB VII
                                      PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG


          Pasal 9

(1) Kewenangan  Gampong Berdasarkan  Hak  Asal  Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi dasar bagi Gampong untuk mengatur dan  mengurus pembangunan dan anggaran Gampong melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong  (RPJMG),  Rencana  Kerja  Pemerintah Gampong (RKPG) dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Gampong (APBG.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan   Kewenangan Gampong  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  Reusam Gampong.
(3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi : 
a. Realisasi pelaksanaan;

b. Tingkat pencapaian;

c.  Sumber dan jumlah anggaran yang digunkan;

d. Sarana dan prasarana; dan

e.  Permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.


    
     Pasal 10

Penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,  transparan dan bertanggungjawab sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.



  Pasal 11

(1) Gampong   dapat   melakukan   perubahan   kewenangan   selain kewenangan yang ditetapkan dalam Reusam Gampong ini.

(2) Perubahan  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. menambah kewenangan baru; atau
b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
(3) Perubahan      kewenangan      dilakukan      berdasarkan     hasil penilaian tim evaluasi Kecamatan;
(4) Perubahan   kewenangan ditetapkan dengan Reusam Gampong.
                          BAB VII
                                                       PERTANGGUNGJAWABAN

       Pasal 12

Keuchik melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Tuha Peut paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.




             Pasal 13
(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Gampong.
(2) Selain   pembiayaan   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja Gampong sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                                                BAB IX
                                                   KETENTUAN PENUTUP




       Pasal 14

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong………..


LEMBARAN GAMPONG NOMOR ... ...TAHUN .......

B.  Format Berita Acara Musyawarah Gampong
BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN 
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
Pada hari ini tanggal……....…..bulan……....…..tahun……….........,    bertempat di ............ Gampong ..…………………… telah dilaksanakan Musyawarah Gampong dalam  rangka  menkaji   dan  memilih  kewenangan   yang  akan   dilaksanakan  oleh Gampong ………………………..Berdasarkan daftar kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, yang dihadiri oleh Lembaga Tuha Peut, Keuchik, Perangkat Gampong, unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan unsur dari masyarakat Gampong sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut;
A.  Materi Rapat

Pemilihan   kewenangan   Gampong   Berdasarkan   Hak   Asal   Usul  dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang akan dilaksanakan oleh Gampong …………………..berdasarkan daftar kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang   Daftar  Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Gampong.
B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Gampong ……………………adalah sebagai berikut;

1. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi;
a. menyelesaikan  sengketa  dan  perselisihan  masyarakat  yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi- sanksi hukum dengan adat Aceh;

b. pembinaan ketenteraman masyarakat;

c. pencatatan  dan  inventarisasi  kepemilikan  hak  atas  tanah di Gampong; dan
d. seterusnya.

2. Kewenangan Lokal Berskala Gampong, meliputi:

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong:

1. ………………………..;

2. dan seterusnya
b. Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong:

1. ………………………..;

2. dan seterusnya
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong:

1. ………………………..;

2. dan seterusnya
d. Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong:

1. ………………………..;

2. dan seterusnya
C. Penutup

Keputusan  hasil  musyawarah  Gampong  ini  menjadi  dasar  bagi Tuha Peuet dan Pemerintah Gampong dalam penyusunan Rancangan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.  Selanjutnya,  Rancangan  Reusam  Gampong  dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh Lembaga Tuha Peut dan Keuchik, dan ditetapkan menjadi Reusam Gampong oleh Keuchik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

…………………….., ………………………
	             KEUCHIK ………………..
NAMA JELAS

	TUHA PEUET GAMPONG

GAMPONG  ................

NAMA JELAS





 WALIKOTA BANDA ACEH,



    AMINULLAH USMAN





































Ditetapkan di ..................


pada tanggal ......................


 


KEUCHIK...........





Tanda Tangan dan Cap





NAMA JELAS





Diundangkan di .............


pada tanggal      ......................








SEKRETARIS GAMPONG .............,











                      NAMA JELAS











